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ABSTRAK

Model Pengelolaan Piutang Lainnya
di Badan Pemeriksa Keuangan RI
Muhammad Irvan Zakaria, Rochmad Nur Afsdy Saksono, Neneng Sri Rahayu
2243021042@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Pengelolaan piutang negara yang efektif merupakan prasyarat penting bagi
terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini
dilatarbelakangi karena belum baiknya pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya di
BPK, mulai dari penetapan, penagihan, hingga pengklasifikasian kualitasnya, yang
berpotensi mengurangi kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis faktor — faktor penyebab pelaksanaan pengelolaan
piutang lainnya di BPK belum baik, dan merumuskan model sistem pelaksanaan
pengelolaan yang baik di BPK RI. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dan studi kasus di BPK. Penelitian ini menggunakan teori
akuntansi pemerintahan. Data penelitian yang diambil adalah data primer dan
sekunder yang diambil dengan metode wawancara kepada delapan informan dan
dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen seperti
peraturan, dan dokumen lain yang relevan. Pengolahan dan analisis data dilakukan
dengan melakukan reduksi data, penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi. Hasil
penelitian mengidentifikasikan empat faktor penyebab ketidakoptimalan, yaitu (1)
sistem informasi yang belum memanfaatkan modul piutang pada Aplikasi SAKTI
secara maksimal, (2) sumber daya manusia yang mengalami kendala komunikasi
dan koordinasi antar bagian, (3) ketersediaan SOP yang belum didukung pedoman
teknis yang memadai, serta (4) pengendalian internal yang lemah terutama dalam
penagihan dan pemantauan piutang. Rekomendasikan meliputi pembentukan tim
pengelolaan piutang negara, memberikan pelatihan komunikasi efektif kepada para
staf yang terlibat dalam pengelolaan piutang lainnya, serta yang tidak kalah
pentingnya adalah menyusun sebuah Pedoman Pengelolaan Piutang Negara.
Penelitian ini merekomendasikan adopsi model sistem pengendalian intern yang
terintegrasi yakni tim pengelolaan piutang sebagai lini pertama, Biro Keuangan
sebagai lini kedua dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga.

Kata Kunci: Pengelolaan Piutang; Piutang Lainnya; Pengendalian Intern;

BPK.



ABSTRACT

Other Receivables Management Models at the Supreme Audit Agency of the
Republic of Indonesia
Muhammad Irvan Zakaria, Rochmad Nur Afsdy Saksono, Neneng Sri Rahayu
2243021042(@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Effective management of state receivables is an important prerequisite for
transparent and accountable financial management. This study was conducted
because the implementation of other receivables management at the BPK, ranging
from determination, collection, to classification of quality, has not been optimal,
which has the potential to reduce the fairness of financial statement presentation.
This study aims to analyze the factors causing the poor implementation of other
receivables management by BPK, and to formulate a model for a good management
implementation system at BPK RI. The research method used is a qualitative
approach and case study at BPK. Data collection was conducted through
interviews and document review. This study uses government accounting theory.
The research data collected was primary and secondary data obtained through
interviews with eight informants and documentation by collecting and studying
various documents such as regulations and other relevant documents. Data
processing and analysis were carried out by reducing the data, presenting the data,
drawing conclusions, and verifying the findings. The results of the study identified
four factors causing suboptimal performance, namely (1) an information system
that does not fully utilize the receivables module in the SAKTI application, (2)
human resources experiencing communication and coordination problems between
departments, (3) the availability of SOPs that are not supported by adequate
technical guidelines, and (4) weak internal controls, especially in debt collection
and monitoring. Recommendations include establishing a state receivables
management team, providing effective communication training to staff involved in
other receivables management, and, last but not least, developing a State
Receivables Management Guideline. This study recommends the adoption of an
integrated internal control system model, namely the receivables management team
as the first line, the Finance Bureau as the second line, and the Inspectorate
General as the third line.

Keywords: Receivables Management; Other Receivables; Internal Control, BPK
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BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keuangan negara semestinya dikelola secara efektif. Ketika pengelolaannya
dilakukan secara sembarangan, hal itu dapat menyebabkan hasil yang buruk, seperti
pengembangan yang tidak berhasil. Beberapa elemen akan berubah ketika dikelola
dengan baik. Ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Indonesia pernah disebut sebagai negara maju beberapa waktu lalu. Namun, label
tersebut tidak bertahan lama, dan sekarang disebut sebagai negara berkembang.
Sebetulnya, situasi ini tidak akan terjadi jika keuangannya kuat. Ekonomi yang kuat
memungkinkan banyak hal untuk dilakukan.

Ekonomi harus terus berkembang. Perkembangannya akan berhenti saat
pertumbuhan ekonomi berhenti. Ini juga berlaku untuk Indonesia. Faktor keuangan
nyata menjadi yang paling penting dalam hal pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
ketika cakupannya seluas Indonesia. Upaya untuk meningkatkan perekonomian
negara tidak akan berhasil kecuali keuangannya kuat dan stabil. Dibutuhkan tenaga
ahli yang memahaminya dengan baik untuk mengelolanya sendiri. Untuk
mewujudkan Good Governance sangat diperlukan sebuah transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dimulai dari tahap perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana setiap alokasi
anggaran harus jelas peruntukan penggunaannya. Dalam hal pelaksanaan anggaran
yang akuntabel, setiap pengeluaran harus sesuai dengan yang telah direncanakan
dan sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Pada tahap pelaporan, laporan APBN
dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus dilakukan secara
tepat waktu dan akurat, serta harus mencerminkan kinerja keuangan pemerintah
secara keseluruhan.

Guna terlaksananya reformasi birokrasi, maka dikeluarkanlah peraturan

yang mengatur tentang tata Kelola keuangan negara yang dikenal dengan Paket



Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adanya paket
undang-undang baru telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam
praktik akuntansi, manajemen keuangan negara, dan penyusunan anggaran, yang
berimplikasi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan publik. Untuk sistem akuntansi misalnya merubah sistem yang
sebelumnya berbasis kas menjadi basis akrual.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 yang terbit Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, sebagai Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang
Kementerian Negara atau Lembaga yang dipimpinnya, menteri atau pimpinan
lembaga memiliki tanggung jawab untuk mengelola piutang dan utang negara yang
berada di bawah tanggung jawab mereka. Dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 1960 juga telah menyatakan bahwa Piutang Negara pada tingkat
pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang
bersangkutan. Apabila penyelesaian Piutang Negara tidak mungkin lagi, terutama
karena penanggung hutang tidak setuju dan termasuk penanggung hutang "nakal",
instansi dan badan-badan yang bertanggung jawab untuk itu menyerahkan
penyelesaiannya kepada Panitia.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) mengatakan bahwa “Untuk sampai kepada penghapusan piutang,
terlebih dahulu harus melalui tata kelola piutang yang baik yaitu dengan
penatausahaan piutang, penagihan serta upaya-upaya optimal dalam pengelolaan
piutang”. Kegiatan pengelolaan Piutang Negara/Daerah dilaksanakan oleh satuan
kerja (satker) K/L dan Pemda dengan tahapan penatausahaan, penagihan,
penyelesaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.
Apabila penyelesaian piutang oleh satker tidak berhasil dan piutang dimaksud

dikategorikan sebagai piutang macet, maka pengurusan piutang tersebut wajib



diserahkan kepada PUPN untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari sistem keuangan publik yang sehat, prinsip-prinsip
pengelolaan piutang yang diamanatkan oleh regulasi Indonesia tersebut selaras
dengan praktik-praktik yang telah diadopsi oleh banyak negara maju. Komitmen
global untuk menciptakan sistem yang sistematis, transparan, dan berbasis regulasi
kuat menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan piutang. Sebagai contoh, di
Australia, Public Governance, Performance and Accountability Act 2013
mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, mencatat, dan
menagih piutang secara tepat waktu, serta menyusun strategi penghapusan yang
jelas. Regulasi ini didukung oleh sistem informasi keuangan terpadu yang
memungkinkan pengawasan dan pelaporan piutang dilakukan secara real time.
Demikian pula, Inggris telah mengembangkan Debt Management Framework
melalui HM Treasury. Kerangka kerja ini mewajibkan setiap instansi pemerintah
untuk melakukan segmentasi piutang berdasarkan tingkat risiko dan menerapkan
strategi penagihan yang didukung oleh analitik data. Proses pelaporan juga
difasilitasi oleh sistem keuangan terintegrasi yang menyederhanakan pelacakan dan
pengawasan piutang negara, sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi
penagihan tetapi juga memperkuat pengendalian internal. Sementara itu, Kanada
mengedepankan pendekatan akuntabilitas individual dan institusional dalam
pengelolaan piutangnya. Berdasarkan Policy on Financial Resource Management,
Information and Reporting, setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun rencana
penagihan, menentukan timeline penyelesaian, serta melakukan evaluasi berkala
atas efektivitas pengelolaan piutang. Sistem ini diperkuat dengan keberadaan audit
internal yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah menumpuknya
piutang bermasalah.

Negara-negara seperti Selandia Baru dan Norwegia juga tak kalah inovatif
dengan menerapkan sistem pengelolaan piutang yang berbasis digital dan risiko. Di
Selandia Baru, Kementerian Pembangunan Sosial menerapkan pendekatan yang

berpusat pada klien (client-centered approach), yang memungkinkan pendekatan



individual terhadap debitur dengan mengedepankan metode persuasif tanpa

mengabaikan kepatuhan hukum. Sedangkan Norwegia menggunakan Debt

Collection Act yang dirancang untuk menjamin perlindungan hukum baik bagi hak

negara maupun hak-hak debitur.

Pengelolaan piutang menjadi salah satu temuan berulang pada laporan hasil
pemeriksaan (LHP) atas LKPP dari tahun 2018 s.d 2022. Berdasarkan LHP tersebut
diketahui bahwa temuan LHP terkait pengelolaan piutang tersebut disebabkan
antara lain oleh kelemahan dalam pengendalian internal atas pengelolaan dan
penyelesaian piutang pada K/L. Adapun beberapa rekomendasi BPK kepada
Kemenkeu atas temuan tersebut adalah:

1. Melakukan workshop pengelolaan piutang negara dengan melibatkan K/L;

2. Meminta seluruh K/L untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan piutang,
serta mendorong peran APIP dalam pengawasan pengelolaan dan
penatausahaan piutangnya;

3. Menetapkan kebijakan reward dan punishment dalam pengelolaan pendapatan
dan piutang pada K/L;

4. Perlu dilakukan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian terhadap
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta piutang bukan
pajak pada Kementerian/Lembaga (K/L); serta

5. Diperlukan optimalisasi proses penagihan piutang bukan pajak melalui
penerapan strategi dan sistem yang terstruktur untuk percepatan penyelesaian.

Kondisi di mana terdapat piutang lainnya dengan kualitas diragukan dan macet serta

terdapat temuan BPK pada LKKL sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan piutang lainnya di

BPK.

Dalam pengelolaan piutang negara, Menteri keuangan telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengelolaan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan
Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Adapun untuk mengatur tata cara

penyelesaian piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada



Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah hal yang melatarbelakangi
dikeluarkannya PMK ini. Tujuan lainnya adalah membatasi piutang yang diurus
oleh PUPN dan mengamanatkan K/L mengelola piutangnya dengan baik. Telah
disebutkan dalam peraturan yang mengatur tentang pengelolaan piutang tersebut
bahwa pengelolaan piutang dimulai dari menata usahakan dokumen sumber piutang
tersebut. Dokumen sumber merupakan hal yang mutlak dalam pencatatan
akuntansi, begitu pun dalam hal pengelolaan piutang negara. Dokumen sumber
antara lain surat Keputusan/ keterangan/ penunjukan pejabat yang menimbulkan
piutang negara, serta surat ketetapan piutang.

Hal tersebut di atas senada dengan kerangka akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dalam PMK. Lebih lanjut, PMK tersebut menyatakan bahwa piutang
timbul jika terdapat kewajiban dari wajib bayar kepada Pemerintah yang belum
diterima pembayarannya. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi
kriteria telah diterbitkan surat ketetapan, dan/ atau telah diterbitkan surat penagihan
dan telah dilaksanakan penagihan.

Piutang negara yang dikelola oleh K/L adalah Piutang Bukan Pajak dan
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi. Piutang
Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBP dan Piutang Lainnya. Pada Neraca Laporan
Keuangan satker, Piutang Bukan Pajak merupakan salah satu dari Piutang Jangka
Pendek. Piutang Jangka Pendek adalah hak yang diharapkan diterima perintah
dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, namun pada kenyataannya terdapat
piutang dengan umur lebih dari 12 bulan dengan kualitas diragukan hingga macet.
Piutang Lainnya adalah piutang yang bukan termasuk ke dalam piutang pajak dan
piutang PNBP. Piutang lainnya di BPK biasanya berasal dari pengembalian belanja
perjalanan dinas dan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
pegawai.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pengakuan piutang haruslah
berdasarkan surat ketetapan, atau surat pengagihan. Berikut tabel dokumen sumber

beberapa piutang lainnya di BPK RI.



Tabel 1. 1 Tabel Dokumen Sumber Piutang Lainnya

No. Debitur Dokumen Sumber Tahun Pelaporan
1 WwWw Memo Penyesuaian 2018
2 RP Memo Penyesuaian 2018
3 PV Memo Penyesuaian 2018
4 Pu Memo Penyesuaian 2019
5 WG Memo Penyesuaian 2021
6 LNIS Memo Penyesuaian 2020
7 MBS Memo Penyesuaian 2021
8 FI Memo Penyesuaian 2022
9 FADD Memo Penyesuaian 2022
10 | RA Memo Penyesuaian 2022

Sumber : LK TA 2024 BPK, diolah peneliti

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa pencatatan piutang
lainnya pada laporan keuangan BPK sebagian besar didasarkan pada memo
penyesuaian, tanpa adanya instrumen hukum yang kuat seperti surat ketetapan atau
surat keterangan resmi dari pejabat berwenang. Hal ini bisa berakibat kurang
tertibnya administrasi dalam pengelolaan piutang negara. Sebagai pemilik piutang
tentu harus melakukan penagihan atas piutang yang kita kelola tersebut. Hal
tersebut juga berlaku bagi K/L dalam mengelola piutangnya K/L pun akan
melakukan penagihan. Penagihan Piutang Negara merupakan upaya yang
dilakukan oleh K/L atau unit Satuan Kerja yang mempunyai Piutang Negara untuk

menagih pembayaran dari pihak ketiga yang berhutang kepada Negara.

Menurut peraturan yang berlaku, penagihan piutang Negara dapat dilakukan
dengan dua metode: penagihan secara tertulis melalui surat tagihan dan penagihan
melalui kegiatan optimalisasi piutang Negara. Upaya penagihan secara tertulis
tersebut dilakukan terhadap seluruh jenis dan kategori Piutang Negara. Teknis
pelaksanaannya juga telah diatur secara detail pada PMK sesuai dengan jenis atau

besarnya Piutang Negara, misalnya ada yang cukup dikirimkan secara tertulis



melalui kurir, atau harus disampaikan secara langsung oleh petugas atau disertai
dengan pembuatan Berita Acara penyampaian surat tagihan. Beberapa surat
penagihan piutang lainnya bisa dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1. 2 Monitoring Surat Penagihan Piutang Lainnya
dengan Status Diragukan

No. | Debitur | Tahun Tanggal Surat Penagihan
Pelaporan | Ke-1 Ke-2 Ke-3

1 wWw 2018 01 April 2022 02 Agustus 2022 -

2 RP 2018 01 April 2022 02 Agustus 2022 -

3 PV 2018 01 April 2022 02 Agustus 2022 -

4 Pu 2019 01 April 2022 02 Agustus 2022 -

5 WG 2021 01 April 2022 02 Agustus 2022 -

Sumber : LK BPK, diolah sendiri oleh peneliti
Berdasarkan monitoring di atas, didapati bahwa BPK belum optimal dalam
melakukan penagihan piutang lainnya yang dikelolanya. Pertama bahwa penagihan
baru dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kedua bahwa penagihan pertama atas piutang
yang dilaporkan pada tahun 2018, 2019 dan 2021 baru diterbitkan atau disampaikan
pada tahun 2022. Ketiga bahwa surat penagihan ke 2 baru disampaikan atau
diterbitkan pada tanggal 02 Agustus 2022 atau 4 bulan sejak tagihan pertama. dan
terakhir bahwa surat penagihan ke 3 belum dilakukan.

Hal di atas tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan piutang. Penagihan
awal wajib dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja setelah tanggal jatuh tempo
atau tanggal pelaporan. Selanjutnya jika tidak dilakukan pelunasan atau
pembayaran sejak satu bulan setelah surat penagihan pertama maka harus
diterbitkan surat penagihan ke 2. Dua bulan sejak surat penagihan ke 2, piutang
tidak dilakukan pelunasan atau pembayaran maka terbit surat penagihan ke 3. Dan
jika tiga bulan sejak tanggal surat tagihan ke 3 tidak dilakukan pembayaran makan
KL membuat surat untuk penyerahan pengurusan piutang tersebut ke PUPN.
Ketidaksesuaian di atas akan berakibat penyajian piutang lainnya pada laporan

keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.



Penagihan piutang erat kaitannya dengan kualitas piutang berdasarkan
peraturan pengelolaan piutang yang berlaku. Penggolongan dan Kualitas piutang di

BPK sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 Tabel Kualitas Piutang dan Penyisihan

Uraian Penyisihan
Kualitas Piutang

Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh | 0,50%

Lancar
tempo/

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 10%

Kurang Lancar h . )
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan/

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 50%
Diragukan ) . .

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat | 100%
Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan;

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/ DJKN

Sumber : Laporan Auditor Independent, bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa BPK telah menerapkan penggolongan
kualitas piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada praktiknya

kualitas piutang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawabh ini.

Tabel 1. 4 Kualitas Piutang di BPK

No. Debitur Tahun Kualitas Piutang
Pelaporan LK TA 2022 LK TA 2024
Audited Audited
1 WwW 2018 Diragukan Diragukan
2 RP 2018 Diragukan Lancar
3 PV 2018 Diragukan Lancar
4 Pu 2019 Diragukan Diragukan




No. Debitur Tahun Kualitas Piutang
Pelaporan LK TA 2022 LK TA 2024
Audited Audited

5 WG 2021 Diragukan Lancar
6 LNIS 2020 Diragukan Lancar
7 MBS 2021 Lancar Lancar
8 FI 2022 Lancar Lancar
9 FADD 2022 Lancar Lancar
10 | RA 2022 Lancar Lancar
11 | ZKM 2012 Macet Macet

Sumber : LK BPK TA 2023, diolah peneliti

Berdasarkan pada tabel 1.4 diketahui empat piutang dengan status lancar
namun dengan umur lebih dari 2 tahun yakni dari tahun 2021. Selanjutnya masih
terdapat piutang lainnya dengan kualitas diragukan dengan umur piutang lebih dari
4 tahun. Sesuai dengan peraturan pengelolaan piutang, piutang dengan umur yang
sudah lebih dari 4 tahun seharusnya sudah masuk dalam kategori macet. Perbedaan
ini akan berakibat pada tidak tepatnya penyajian kualitas piutang lainnya pada LK
BPK. Setelah diketahui kualitas piutang, kegiatan pengelolaan piutang selanjutnya
adalah melakukan estimasi dan pembentukan penyisihan untuk piutang negara yang
tidak tertagih. Penyesuaian nilai piutang bertujuan untuk menyajikan nilai wajar
atau nilai realisasi piutang pada laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran
yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan. Pada PMK 163/PMK.06/2020
disebutkan bahwa K/L wajib melakukan penentuan kualitas piutang negara dengan
pertimbangan paling sedikit atas jatuh tempo piutang negara dan upaya penagihan
piutang. Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya bahwa terdapat
ketidaktepatan dalam penentuan kualitas piutang. Dengan adanya ketidaktepatan
tersebut, maka nilai penyisihan piutang juga terpengaruh dan kurang dapat diyakini
ketepatan nilainya. Dengan kurang diyakini atas nilai penyisihan tersebut, nilai
bersih atas piutang pun akan menjadi bias atau diragukan ketepatan nilainya.

Kementerian Keuangan memperkenalkan sebuah sistem aplikasi yang

digunakan sebagai sarana untuk satker dalam mendukung implementasi SPAN



untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga
pertanggungjawaban anggaran yang diberi nama Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI ini memiliki beberapa modul dalam
penggunaannya. Salah satu modul yang digunakan dalam mengelola piutang negara
adalah modul piutang. Modul Piutang digunakan untuk mencatat Piutang PNBP,
Transaksi Piutang Tagihan Penjualan Angsuran, Transaksi Piutang Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak termasuk Piutang
perpajakan (Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Modul Piutang, Kemenkeu).
Berdasarkan modul piutang tersebut, kita dapat mencetak laporan

rekapitulasi piutang yang menampilkan saldo piutang seperti gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Laporan Rekapitulasi Piutang di BPK

— U MONSAKTI

Laporan Rekapitulasi Piutang Satker

DATA | MENURUT SATKER DAN AKUN PIUTANG PERIODE SAMPAI DENGAN | 2024-14

KODE

NO SATKER NAMA SATKER AKUN NAMA AKUN
1 003019 SEKRETARIAT 152111  Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gant
JENDERAL Rug
2 003019 SEKRETARIAT 152111  Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gant
JENDERAL Rug

Berdasarkan laporan rekapitulasi piutang per satker di atas, secara spesifik
menyajikan data terkait rekapitulasi piutang satker dalam bentuk Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan (TTP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), tidak ada piutang lainnya.
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Namun jika dilihat pada neraca saldo akun piutang lainnya memiliki saldo seperti

tabel di bawah ini

Tabel 1. 5 Daftar Saldo Piutang Lainnya TA 2024

No. Nama Satker Nilai (Rp)

1 Sekretariat Jenderal 81.802.000
2 Badan Pemeriksa Keuangan PUSAT 44.708.672
3 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 175.720
4 BPK Perwakilan Provinsi Lampung 5.569.271
5 BPK Perwakilan Provinsi Jambi 08.884.732
6 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 5.426.816
7 BPK Perwakilan Provinsi Maluku 20.456.993
8 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 3.613.662
9 BPK Perwakilan Provinsi Riau 68
10 | BPK Perwakilan Jawa Barat 455.900
11 | BPK Perwakilan Jawa Timur 1.619.756
12 | BPK Perwakilan Kalimantan Barat 357.000
13 | BPK Perwakilan DK Jakarta 8.793.040
14 | BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 1.326.546
15 | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 65.930.723
16 | BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 9.561.702
17 | BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 511.000
Total 349.193.601

Sumber : LK BPK TA 2024 Audited
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan penyusunan LK
Tahun 2024, BPK belum menggunakan modul piutang dalam mengelola piutang
lainnya
Dengan tidak menggunakan modul piutang pada Aplikasi SAKTI beberapa

fitur yang seharusnya sudah otomatis diantaranya fitur penyisihan piutang, harus
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dilakukan secara manual. Jika dilakukan secara manual kemungkinan kesalahan

dalam menghitung akan lebih besar.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah jelaskan pada uraian

sebelumnya, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penetapan piutang lainnya belum berdasarkan surat ketetapan atau surat
keterangan pejabat yang menimbulkan piutang negara;

2. Penerbitan surat tagihan belum tertib;

3. Kualitas piutang yang tersaji pada Laporan Keuangan belum mencerminkan
ke tertagihan piutang lainnya;

4. Pencatatan piutang lainnya belum menggunakan modul piutang Aplikasi

SAKTL

C. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada, berbagai masalah
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengapa pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya di BPK belum baik?
2. Bagaimana model pengelolaan piutang lainya yang dapat diterapkan di BPK
RI?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini
memiliki tujuan untuk:
1. Menggali faktor-faktor penyebab pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya
di BPK RI belum baik.

2. Merumuskan model sistem pelaksanaan pengelolaan yang baik di BPK RI.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik
dan praktik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi menambah wawasan para pembaca khususnya terkait faktor-faktor
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yang dapat memengaruhi pengelolaan piutang negara — piutang lainnya, serta
dapat dijadikan referensi untuk kegiatan penelitian yang dilakukan selanjutnya.

Secara praktis di BPK, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi
guna meningkatkan pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya, serta menjadi
masukan dan pertimbangan bagi para pengelola keuangan Satker dan para
pengambil keputusan terkait pengelolaan piutang negara — piutang lainnya
secara optimal, guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara

yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengidentifikasikan empat

faktor penyebab ketidakoptimalan, yaitu sistem informasi yang belum

memanfaatkan modul piutang pada Aplikasi SAKTI secara maksimal, sumber daya
manusia yang mengalami kendala komunikasi dan koordinasi antar bagian,
ketersediaan SOP yang belum didukung pedoman teknis yang memadai, serta
pengendalian internal yang lemah terutama dalam penagihan dan pemantauan
piutang. Peneliti menyimpulkan beberapa poin penting tentang Pelaksanaan

Pengelolaan Piutang lainnya di BPK.

1. Pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya di BPK belum baik. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sistem informasi, faktor sumber
daya manusia, faktor ketersediaan SOP, serta faktor pengendalian internal.

a. Faktor Sistem Informasi
BPK belum mengoptimalkan penggunaan System informasi yang telah
disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan
piutang lainnya. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor
penyebabnya, antara lain belum adanya integrasi sistem sakti dengan
sistem di luar Kementerian keuangan seperti sistem pensiun milik
TASPEN. Data kelengkapan pendukung piutang lainnya seperti tanggal
jatuh tempo, Alamat debitur, besarnya cicilan juga belum dilengkapi pada
kertas piutang.

b. Faktor Sumber Daya Manusia
Kemampuan hard skill dan soft skill mutlak dimiliki oleh seorang pegawai.
Baik Kementerian keuangan dan BPK telah memiliki sebuah wadah untuk
mengembangkan kemampuan hard skill pegawai dalam mengelola

piutang lainnya, namun ketersediaan modul masih terbatas. Lebih lanjut
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miskomunikasi menjadi masalah utama dalam pengelolaan piutang
lainnya.

c. Faktor Ketersediaan SOP
BPK telah memiliki SOP dalam pelaksanaan pengelolaan piutang
lainnya. SOP juga sedang dilakukan pemutakhiran untuk
menyesuaikan dengan sistem yang digunakan saat ini yakni Aplikasi
SAKTI. Namun lebih lanjut terkait kriteria pengakuan piutang
lainnya masih belum tertulis dalam SOP yang telah diterbitkan.
Belum tersedia pedoman pelaksaan atau panduan teknis terkait
pengelolaan piutang lainnya semakin memperkuat kebutuhan akan
penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya di BPK.

d. Faktor Pengendalian Internal
Pengendalian internal masih belum dirasa optimal. Beberapa
permasalahan utama meliputi keterlambatan dan ketidaktertiban dalam
penerbitan surat tagihan, kurang jelasnya alur konfirmasi antara unit,
hingga belum adanya pedoman teknis yang mengatur prosedur lanjutan
atas piutang yang tidak tertagih dalam waktu lama.

2. Model pengelolaan piutang lainnya di BPK RI

Model pengelolaan piutang lainnya di BPK RI mengadopsi prinsip — prinsip

dari sistem pengendalian internal. Model ini bertumpu pada tiga pilar utama.

Proses pengelolaan piutang yang dimulai dari kegiatan penatausahaan sampai

dengan kegiatan pertanggungjawaban sebagai pilar pertama. Faktor

pendukung seperti penyempurnaan SOP, penguatan SDM, integrasi sistem

informasi, dan penguatan pengendalian intern merupakan pilar ke dua.

Selanjutnya sebagai pilar ke tiga adalah aktor kunci, di mana yang terlibat

antara lain tim teknis pengelolaan piutang, selanjutnya biro keuangan sebagai

satker konsolidator di BPK dan Inspektorat Jenderal sebagai reviuer. Sinergi

ketiga pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan proses

pengelolaan piutang lainnya berjalan efektif, transparan dan akuntabel.
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B. Saran
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa
perbaikan yang dapat dilakukan agar dapat memperbaiki kelemahan dalam
pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya. Beberapa Langkah perbaikan
yang diperlukan antara lain:
1. Terkait faktor — faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan
piutang lainnya yang belum baik:

a. Menggunakan modul piutang pada Aplikasi SAKTI dalam
pengelolaan piutang lainnya.

b. Membentuk sebuah tim teknis dengan tugas utama adalah
melakukan pengelolaan piutang lainnya dimulai dari penatausahaan
sampai dengan pertanggungjawaban yang terdiri dari bagian gaji
sebagai unit operasional, bagian perbendaharaan sebagai unit
administrasi dan bagian akuntansi sebagai unit pembukuan.

c. Biro Keuangan agar menyusun pedoman teknis pengelolaan piutang
dan menyempurnakan SOP yang telah ada agar adanya suatu standar
baku dalam pengelolaan piutang.

d. Sekretaris Jenderal BPK menyusun uraian pekerjaan pelaksanaan
pengelolaan piutang pada uraian jabatan (Urjab) pada masing-
masing unit terkait.

e. Menginstruksikan kepada para pengelola piutang atau tim teknis
agar mengikuti pelatihan dan/ atau workshop, bukan hanya terkait
pengelolaan piutang namun juga pelatihan terkait pengembangan
softskill pegawai, misalkan pelatihan komunikasi efektif.

f. Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam
membimbing para staf pengelola piutang lainnya pada tiap satuan
kerja di BPK agar terjadi keseragaman.

g. Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan

secara khusus terkait pengelolaan piutang lainnya secara periodik.
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2. Terkait output penelitian dan penelitian selanjutnya.
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam proses analisis dan
validasi data. Key Informant yang digunakan pada penelitian ini masih
terbatas pada pengelola piutang lainnya di satker pusat. Agar
memastikan keandalan, relevansi, dan penerimaan model yang telah
disusun, sebuah Diskusi Kelompok Terpumpun atau yang lebih akrab
ditelinga adalah sebuah Forum Group Discussion (FGD) dengan
melibatkan pihak — pihak terkait. FGD akan sangat membantu pengujian
kesesuaian model dengan praktek di lapangan, mengidentifikasi
kelemahan yang belum terakomodasi serta memperoleh masukan yang
membangun guna penyempurnaan model. Oleh sebab itu, dalam
penelitian selanjutnya dapat melibatkan satker pada tiap — tiap provinsi
serta melakukan sebuah FGD dalam validasi data serta penambahan key
informant dari luar BPK seperti Direktorat Jenderak Pengelolaan

Kekayaan Negara, Auditor LKPP, dan Badan Diklat.
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